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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan

pengendalian program pembangunan yang terkait dengan

pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, perlu untuk

menyusun Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi di

Kabupaten Sampang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kabupaten

Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
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Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6736);

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
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251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana diubah dengan Undang–Undang

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana diubah dengan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1659);

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman

Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 485);

20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 762);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2020 Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan

Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

(1) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang

merupakan pedoman pelaksanaan dan pengendalian program

pembangunan daerah dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi.

(2) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang

merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan

program pembangunan dalam bidang jasa konstruksi.

(3) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang

merupakan Pedoman bagi rekanan pemerintah dalam melaksanakan

program pembangunan dalam bidang jasa konstruksi.

(4) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang

merupakan Pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan

kegiatan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sampang sebagai bentuk

keterbukaan informasi publik.

Pasal 2

(1) Wilayah Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. BAB I KETENTUAN UMUM;

b. BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA JASA DAN

PENYEDIA JASA;

c. BAB III PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU;
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d. BAB IV BENTUK LAPORAN;

e. BAB V DOKUMEN RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

(RMPK);

f. BAB VI PROGRAM MUTU KONSULTASI KONSTRUKSI.

(2) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten Sampang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 April 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 52
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